REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT

AN AGAMA RANTAUPRAPAT KELAS I-B

R8j&, Komplek Asrama Haji, No. 04 Telp. (0624) 7671239 Fax. (0624) 25344
I : www.pa-rantaunrapat.net E-mail : pa.rantaunrapat@gmail.com



SURAT KEPUTUSAN

KETUA PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT KLAS I-B

Nomor : W2-A4/ 371 /OT.01.3 /X/2017
TENTANG

PENUNJUKAN TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT KLAS I-B

Menimbang

Mengingat

KETUA PENGADILAN AGAMA RANTAUPRPAT KLAS I-B

o

(5]

Bahwa dalam rangka tindak lanjut hasil pelaksanaan evaluasi
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di
Mahkamah Agung RI, Pengadilan Tingkat Banding dan
Pengadilan Tingkat Pertama perlu melakukan review Indikator
Kinerja Utama (IKU) yang mengacu kepada Keputusan Ketua
Mahkamah Agung Nomor 192/KMA/SK/X/2016 tanggal 9
Nopember 2016.

Bahwa untuk kelancaran review Indikator Kinerja Utama (IKU)
Pengadilan Agama Rantauprapat, perlu menunjuk dan membentuk
Tim Review Indikator Kinerja Utama (IKU).

Bahwa, mereka yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan
ini mempunyai kompetensi dalam melakukan Review Indikator
Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Rantauprpat ;

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan
Agama;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP)

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Peradilan;
Permen PAN & RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman
Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah



Menetapkan

Pertama

Kedua

Ketiga

4 Perrpen PAN & RB Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk
teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviy
atas Laporan Kinerja Instans; Pemerintah

8. Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2015-2019

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT
KLAS I-B TENTANG PENUNJUKAN TIM REVIU I RENCANA
STRATEGIS PENGADILAN AGAMA RANTAUPRPAT KLAS I-B
TAHUN 2015-2019

Menunjuk pegawai/Pejabat yang Namanya tercantum dalam kolom 2
Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Reviu Indikator Kinerja
Utama (IKU) Pengadilan Agama Rantauprapat Klas [-B :

Tim Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan  Agama
Rantauprapat Klas I-B bertugas untuk melakukan Reviu Indikator
Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Rantauprapat Klas I-B
berpedoman kepada Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor :
Nomor : 933/SEK/OT.01.3/10/2017 tanggal 24 Oktober 2017.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki
sebagaimana mestinya.

7. Ditetapkan di : Rantauprapat
7/ Pada‘tanggal : 31 Oktober 2017
Ketua 91*._’{?:Er~!gadilan Agama Rantauprapat,
N7 vl | &

SH/BAKTI RITONGA,SH.,MH,



Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama
Rantauprapat Klas | B

Nomor
Tanggal

W2-A16/ /OT.13 /X/2017

: 31 Oktober 2017

TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT KLASIB
NO NAMA JABATAN ’ JABATAN DALAM
r TIM
1
I | H.M. Nasir Rangkuti, S.Ag Hakim J[ Ketua Tim I
i | |
2. | Muhamad Badri Suadi, SH Kasubag Perencanaan, r Sekretaris ‘{
IT dan Pelaporan [
|
3. | M. Arif Sani, S.HI Hakim Anggota Tim
L
- | Il
4. | Weri Siswanto Bad, S.HI Hakim Anggota Tim
5. | Asran, S Ag Panitera Anggota Tim
6. | Sahlan Hasibuan, SH Sekretaris Anggota Tim
; ; . Anggota Tim
7. | Khoirul Bahri, S.Ag Panitera Muda
Gugatan
|
: | i
8. | Hj. Helmiyah Hasibuan, S.Ag Panitera Muda Anggota Tim
Permohonan
9. | Ali Imron, SH Panitera Muda Hukum Anggota Tim
10. | Kiman Ksadbag Anggota Tim
Kepegawaian,
Organisasi dan Tata
Laksana
: Anggota Tim
11. | Chairati Anwar Kasubag Umum dan &8
Keuangan
Anggota Tim
12. | Juli Purwanti, S.Kom Staf Umum £e

| : Rantauprapat

\ % 'Prs. H, BAKTI RITONGA, SH.,MH, .~



Menimbang

Mengingat
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SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT
NOMOR : W2-A4/$7¢4/ OT.01 3/X/2017
TENTANG
REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT KELAS I1-B

KETUA PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT

a.

i

10.

Bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor :
933/SEK/OT.01.3/10/2017 tanggal 24 Oktober 2017 hal Review
Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Banding dan

Agung RI, Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat
Pertama perlu melakukan review Indikator Kinerja Utama (IKU)
yang mengacu kepada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
192/KMA/SK/X/2016 tanggal & Nopember 2016.

Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a. dan b. perlu untuk
melalukan review kembali Indikator Kinerja Utama (IKU)
Pengadilan Agama Rantauprapat yang ditetapkan berdasarkan Surat
Keputusan Ketua Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor : W2-
A4/49.2/KU.01/SK/1/2017.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer; -
Undang-Undang Nomor RI Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua
atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung;

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi;

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan
kehakiman;

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua
atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan
Umum;

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua
atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tetang Peradilan Agama;
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua
atas Undang-UndangNomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara;

Peraturan Presiden Nomor 2  Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Sekretariat
Mahkamah Agung;



Memperhatikan :

MENETAPKAN :

PERTAMA

KEDUA

KEEMPAT

11. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang K epaniteraan
Mahkamah Agung;

12. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Pengadilan;

13. Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara Nomor -
PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja
Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor

192/KMA/SK/X1/2016 tanggal 9 Nopember 2016 tentang Penetapan

Review Indikator Kinerja Utama (IKU) Mahkamah Agung RI.

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT
TENTANG REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT.

Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dalam lampiran Surat
Keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan Pengadilan
Agama Rantauprapat untuk melakukan review Renstra, Rencana Kerja
Tahunan, Penetapan kinerja, Perjanjian Kinerja dan menyusun Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi
pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen review Rencana Strategis
Pengadilan Agama Rantaw :

Review Indikator Kinerja Utama (IKU) bertujuan untuk menyelaraskan
isu-isu strategis di Pengadilan Agama Rantauprapat agar tetap memiliki
Indikator Kinerja yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur
kinerja dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan.
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan
bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini,
akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

: Di Rantauprapat
- 31 Oktober 2017
ADILAN AGAMA RANTAUPRPAT

SH BAKTI RITONGA, S.H, M.H/
680715 199303 1 003
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